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Puji syukur kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat-
Nya sehingga para penulis dapat menyelesaikan penyusunan 
buku ini. Sebagaimana judulnya, buku ini merupakan pengantar 
singkat mengenai diplomasi, keprotokolan, dan praktik sidang 
internasional PBB dan ASEAN.  
Penyusunan buku ini didasari oleh kesadaran, bahwa 
pengetahuan tentang diplomasi, keprotokolan dan praktik sidang 
internasional seharusnya tidak bersifat ekslusif. Maksudnya, 
bahwa pengetahuan tentang hal tersebut di atas bukan dan tidak 
sekadar menjadi domain bagi penstudi Hubungan Internasional, 
tetapi juga menjadi kebutuhan banyak pihak. Sebab, pengetahuan 
semacam itu menjadi kebutuhan praktis yang semakin 
dibutuhkan di era globalisasi.  
Untuk itulah, buku ini disusun dengan bahasa yang 
renyah. Harapannya, siapa pun yang membacanya memiliki 
kesempatan untuk memperoleh pengetahuan tentang apa dan 
bagaimana itu diplomasi, bagaimana keprotokolan khususnya di 
ASEAN, serta bagaimana praktik sidang internasional PBB dan 
ASEAN. Namun, oleh sebab buku ini “hanya” sebagai pengantar 
singkat, maka tentu tidak berpretensi untuk memuaskan 
pembaca. 
Buku ini sejatinya lahir sebagai luaran program 
pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan para penulis di 
SMA Diponegoro Tumpang, Kabupaten Malang. Namun, untuk 
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kebutuhan sebagaimana disebut atas, buku ini dapat 
dimanfaatkan bagi siapapun yang memiliki ketertarikan, 
termasuk untuk para pelajar/siswa yang tertarik dengan wawasan 
internasional. 
Terima kasih kami ucapkan kepada SMA Diponegoro 
Tumpang yang telah menjadi mitra pengabdian dan memfasilitasi 
terlaksananya program pengabdian ini. Semoga kerja sama ke 
depan dapat lebih ditingkatkan dan dikembangkan melalui 
berbagai kegiatan lain. Terima kasih pula kepada Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) serta Direktorat Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) Universitas 
Muhammadiyah Malang yang telah memberikan dukungan, baik 
material maupun nonmaterial, atas program pengabdian kepada 
masyarakat yang telah dilakukan hingga lahirnya buku ini. 
Semoga buku ini menjadi ikhtiar kami untuk memberikan 
sumbangsih akademik dan kontribusi keilmuan bagai usaha 
mencerdaskan kehidupan bangsa. 
 


























Kata Pengantar   ∞  v 
Daftar Isi   ∞  vii 
I Diplomasi   ∞  1 
II Keprotokolan   ∞  7 
III Model United Nations (MUN)   ∞  15 
IV Model ASEAN Meeting (MAM)   ∞  21 
Lampiran-Lampiran   ∞  29 













































Mengapa Perlu Belajar Diplomasi? 
Tidak hanya diplomat yang harus memahami definisi dan 
praktik dari diplomasi, karena pada dasarnya diplomasi berkaitan 
dengan aspek kehidupan manusia. Praktik diplomasi yang 
dilakukan oleh elit politik pada tingkat negara berdampak 
langsung pada kehidupan masyarakat negara tersebut ataupun 
negara lain. Mengapa demikian?    
Diplomat melakukan interaksi antar negara untuk 
menyepakati perjanjian di level internasional. Perjanjian tersebut 
akan diadopsi menjadi kebijakan nasional. Kebijakan nasional 
akan berdampak pada kegiatan domestik yang dilakukan negara 
tersebut. Contoh kebijakan perdagangan bebas yang disepakati 
oleh negara-negara di ASEAN berimplikasi pada praktik 
perdagangan nasional yang harus memiliki daya saing yang 
kompetitif agar tidak kalah dengan produk negara ASEAN 
lainnya.  
Diplomasi menjadi penting untuk dipelajari juga karena 
adanya isu global yang berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. 
Peningkatan ekonomi Asia menyebabkan adanya pergeseran 
praktik perdagangan internasional yang menyebabkan majunya 
perekonomian negara-negara Asia. Hal tersebut penting untuk 
diketahui sebagai acuan untuk menentukan langkah masa depan 
individu.  
1 
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Selanjutnya, penyelesaian permasalahan lingkungan juga 
tidak terlepas dari sorotan internasional. Berbagai kesepakatan di 
level internasional baik dilakukan oleh aktor negara maupun non-
negara merupakan bagian dari praktik diplomasi elit. 
Kesepakatan di bidang lingkungan menjadi penting bagi 
masyarakat nasional karena dapat ikut terlibat dalam penyelesaian 
permasalahan lingkungan melalui kepatuhan terhadap perjanjian 
yang sudah disepakati negara sekaligus memberikan keuntungan 
bagi kehidupan masyarakat tersebut.  
Di sisi lain, isu seperti krisis ekonomi dan politik menjadi 
alasan mengapa penting belajar diplomasi. Krisis yang terjadi 
pada suatu negara bisa berdampak pada masyarakat di negara 
lain. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui langkah apa yang 
diambil pemerintah dalam menangani krisis tersebut agar tidak 
berdampak pada kondisi politik, ekonomi, dan budaya nasional. 
Diplomasi juga bagian dari kehidupan kita sehari-hari. 
Praktik diplomasi tidak hanya dilakukan oleh diplomat atau elit 
politik saja. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melakukan 
komunikasi dengan orang lain membutuhkan keahlian dalam 
bernegosiasi, di mana negosiasi menjadi ruh dari diplomasi. 
Walaupun pada konteks spesifik, diplomasi berarti interaksi antar 
aktor lintas negara namun pada praktiknya ilmu diplomasi bisa 
dilakukan pada kehidupan sehari-hari. 
 
Definisi Diplomasi 
Diplomasi menurut Hedley Bull adalah hubungan antar 
negara yang dilakukan oleh agen resmi pemerintah dengan tujuan 
perdamaian. Sedangkan Sir Harold Nicolson mendefinisikan 
diplomasi sebagai bentuk manajemen hubungan internasional 
melalui negosiasi, duta besar, utusan, dan urusan diplomasi 
lainnya.  
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Berdasarkan definisi para ahli di atas, diplomasi secara 
sempit diartikan sebagai komunikasi antar negara dengan tujuan 
tertentu yang dilakukan oleh aktor khusus yaitu bagian dari 
negara. Namun secara arti luas, berdasarkan aktor internasional 
yang beragam, diplomasi tidak hanya dilakukan oleh aktor negara 
saja tapi dapat dilakukan oleh aktor non-negara seperti, organisasi 
internasional, kelompok kepentingan, aktivis, aktor bisnis, dan 
aktor lainnya, bahkan individu.  
Agar lebih mudah mendefinisikan diplomasi, maka 
terdapat empat aspek berkaitan dengan diplomasi. Pertama 
adalah komunikasi/dialog. Praktik dasar dari diplomasi adalah 
melakukan komunikasi dengan negara lain. Komunikasi bisa 
dilakukan melalui menyampaikan pesan, dialog secara bilateral 
ataupun multilateral.  
Kedua adalah pengakuan. Pada umumnya negara 
melakukan diplomasi dengan negara-negara yang diakui 
entitasnya. Negara juga melakukan komunikasi dengan aktor 
non-negara karena memang negara tersebut secara tidak 
langsung mengakui keberadaan aktor-aktor tersebut. Namun ada 
beberapa kasus di mana negara tidak mengakui negara lain 
namun tetap menjalin hubungan yang erat.  
Aspek yang ketiga adalah kepentingan nasional. Praktik 
diplomasi yang dilakukan oleh elit politik tidak terlepas dari 
kepentingan nasional. Praktik diplomasi adalah kepanjangan 
tangan dari kebijakan nasional dan kebijakan luar negeri. Aspek 
terakhir adalah proses negosiasi internasional. Diplomasi erat 




Setidaknya terdapat empat tugas utama seorang diplomat. 
Pertama yaitu pembawa pesan. Tugas dasar seorang diplomat 
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adalah membawa pesan dari negara asal ke negara tujuan. 
Penyampaian pesan tidak hanya dilakukan oleh diplomat sebagai 
aktor resmi negara. Organisasi non-pemerintah dan organisasi 
internasional juga menyampaikan pesannya melalui laporan rutin 
yang dipublikasikan. Kedua adalah negosiasi. Negosiasi adalah 
proses diskusi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, 
baik itu tujuan bersama ataupun tujuan satu partisipan saja. 
Ketiga adalah mediasi. Mediasi adalah keterlibatan pihak 
ketiga dalam memfasilitasi negosiasi antara partisipan yang 
berselisih atau berkonflik. Negara sering terlibat mediasi atas 
kasus yang terjadi di negara lain. Tujuan dilakukannya mediasi 
adalah agar meningkatkan martabat negara di level internasional 
karena kemampuannya dalam menangani masalah, menghindari 
dampak yang bisa berimplikasi kepada negara lain jika 
permasalahan tidak segera diselesaikan, dan berpedoman pada 
aturan perdamaian internasional. Kesuksesan mediasi diperoleh 
dari berbagai macam faktor seperti kekuatan dari mediator, jenis 
konflik, dan hubungan antara mediator dan pihak yang 
berkonflik. 
Terakhir adalah perundingan. Biasanya di sela pertemuan 
formal di level internasional, negara melakukan perundingan 
dengan negara lain di luar agenda pertemuan tersebut. Hal 
tersebut dilakukan untuk memenuhi kepentingan tertentu. 
Perundingan juga dapat dilakukan sebelum negosiasi dimulai. 
Jenis perundingan ini disebut sebagai pra negosiasi.  
 
Apa itu Negosiasi? 
Dalam negosiasi setidaknya terdapat empat tahapan yaitu 
pra negosiasi, proses negosiasi itu sendiri, momentum, dan 
pembuatan perjanjian. Pra negosiasi adalah tahapan di mana 
partisan menentukan prosedur yang kompleks sebelum 
terjadinya negosiasi yang sesungguhnya. Beberapa yang perlu 
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disiapkan dalam negosiasi yang menjadi bagian dari pra negosiasi 
adalah persetujuan untuk keinginan melakukan negosiasi, 
persetujuan terkait prosedur yang digunakan, menentukan 
tempat negosiasi, menentukan delegasi yang dikirimkan, dan 
menentukan berapa lama negosiasi akan berlangsung.  
Setelah pra negosiasi dilakukan, negosiator akan menuju 
meja negosiasi. Di dalam negosiasi terdapat beberapa tahapan, 
mulai menyusun formula hingga menuju bagian yang detail dalam 
negosiasi. Formula yang baik di dalam negosiasi adalah yang 
bersifat simple, komprehensif, balance, dan fleksibel. Formula yang 
disetujui dalam proses negosiasi akan dilanjutkan dengan 
menyepakati hal yang lebih mendetail. Tahapan ini adalah 
tahapan yang cukup sulit dan terkadang negosiator mengalami 
deadlock pada tahap ini. Kesulitan negosiasi disebabkan oleh hal-
hal kompleks yang disepakati saat penyusunan formula, 
penentuan terminologi dan definisi, adanya ketidakpercayaan 
antar negosiator, dan kehilangan momentum. 
Untuk mengatasi kesulitan dalam bernegosiasi dapat 
dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, negosiator dalam 
menentukan deadline dari proses negosiasi tersebut agar tidak 
memakan waktu yang lama. Kedua, dengan cara membangun 
momentum. Momentum ini dilakukan untuk meningkatkan 
kembali tujuan dilakukannya negosiasi dengan cara-cara yang 
konstruktif dan persuasif. 
Setelah negosiasi dilakukan, maka tahapan selanjutnya 
adalah menyusun konsepsi perjanjian. Jenis perjanjian ada 
berbagai macam berdasarkan landasan hukum, struktur, bahasa, 
dan jenis publikasinya. Ada perjanjian yang bersifat signifikan, 
ada perjanjian yang menyamarkan signifikansinya. Ada yang 
wajib diratifikasi oleh semua pihak yang terlibat, ada yang tidak 
perlu diratifikasi. Ada yang berlandaskan aspek hukum dan ada 
yang tidak memiliki kekuatan hukum. Ada yang dipublikasikan 
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dan ada yang dirahasiakan. Semua jenis tersebut berdasarkan 
kesepakatan di dalam negosiasi. Beberapa contoh jenis perjanjian 
adalah treaty, final act, protocol, exchange of notes, agreement, charter, 
memorandum of understanding, dan lainnya. 
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Apa itu Keprotokolan? 
Pada kehidupan sehari-hari, penggunaan istilah protokol 
sering muncul seiring dengan upaya sosialisasi kesehatan selama 
pandemi Covid-19 di Indonesia. Kita mengenal dengan istilah 
Protokol Kesehatan 3M yaitu tindakan atau upaya untuk 
memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan Mencuci 
Tangan, Menggunakan Masker, dan Menjaga Jarak. Lalu, apa itu 
protokol? 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 
pengertian protokol antara lain (1) surat-surat resmi yang 
memuat hasil perundingan (persetujuan dan sebagainya); (2) 
peraturan upacara di istana kepala negara atau berkenaan dengan 
penyambutan tamu-tamu negara dan sebagainya; (3) tata cara 
(upacara dan sebagainya) yang secara internasional berlaku dalam 
hubungan diplomatik; (4) orang yang bertugas mengatur jalannya 
upacara.  
Sementara itu, secara nasional, keprotokolan diatur 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 
2010 tentang Keprotokolan. Adapun secara lebih teknis, 
khususnya berkaitan dengan keprotokolan internasional 
dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 39 Tahun 2018 yang kemudian beberapa pasal 
2 
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mengalami perubahan dalam Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 56 Tahun 2019.  
Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, 
dijelaskan bahwa kegiatan keprotokolan adalah serangkaian 
kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan 
atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, 
Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk 
penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau 
kedudukan dalam negara, pemerintah atau masyarakat.  
Berdasarkan jabaran di atas, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa protokol adalah sekumpulan atau serangkaian aturan atau 
tata cara dalam sebuah kelompok, organisasi, institusi, negara 
sebagai pedoman atau acuan ketika berinteraksi dan atau 
melakukan kegiatan tertentu yang disepakati dan dilaksanakan 
bersama oleh seluruh elemen anggotanya. 
Jika itu negara, maka protokol ialah aturan dalam acara 
kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata 
tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk 
penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau 
kedudukan dalam negara, pemerintah atau masyarakat. Jika 
institusi, maka protokol adalah aturan yang dibuat, disepakati dan 
dilaksanakan oleh anggotanya, seperti sekolah, perusahaan, 
organisasi non-pemerintahan. 
Lebih lanjut, pada tingkat nasional pelaksanaan protokol 
dilaksanakan oleh pemerintah melalui kementerian dan 
penujukan khusus pada satuan tugas tertentu. Di tingkat 
internasional, melalui Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler 
Kementerian Luar Negeri, protokol dilaksanakan dengan tujuan 
bentuk penghormatan dan tata cara diplomatik dalam pergaulan 
internasional antara negara bangsa.  
Sedangkan di tingkat kawasan (regional), seperti pada 
organisasi regional yang anggotanya merupakan negara-negara, 
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keprotokolan hampir memiliki fungsi dan tujuan yang serupa 
yaitu serangkaian aturan yang mengatur cara negara anggota 
berinteraksi atau bergaul dan berlaku ketika negara anggota 
berkumpul dan mengadakan kegiatan formal dan non-formal 
lain. Setiap organisasi memiliki protokol yang berbeda, mengikuti 
karakteristik bentuk organisasinya. 
Keprotokolan bertujuan untuk, pertama, memberikan 
penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, 
Perwakilan Negara Asing dan atau Organisasi Internasional, serta 
Tokoh Masyarakat Tertentu, dan atau Tamu Negara sesuai 
dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan dan masyarakat. 
Kedua, memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar 
tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan 
kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun 
internasional. Ketiga, menciptakan hubungan baik dalam tata 
pergaulan antarbangsa.  
 
Keprotokolan di ASEAN 
Pembentukan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia 
Tenggara atau dikenal dengan Association of Southeast Asian Nations 
(ASEAN) pada 8 Agustus 1967 memberikan karakteristik unik. 
Keunikan ini dapat dilihat dari sejarah pembentukannya yang 
diawali hanya dengan menandatangani Deklarasi Bangkok yang 
menandai bahwa anggota ASEAN memiliki keinginan untuk 
menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil 
dan sejahtera.  
Kemudian, para negara anggota mencetuskan empat 
Prinsip Utama ASEAN yang menjadi landasan interaksi di antara 
mereka, yang dikenal dengan ASEAN Way yaitu, (1) 
Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas 
wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN; 
(2) Komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam 
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meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di 
kawasan ASEAN; (3) Menolak agresi, ancaman, penggunaan 
kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang 
bertentangan dengan hukum internasional; dan (4) 
Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak 
mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN, dan 
menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan 
pelindungan hak asasi manusia, serta pemajuan keadilan sosial. 
Dalam perjalanan ASEAN, kerangka kerja hukum dan 
kelembagaan yang mengikat seluruh negara anggota ASEAN, 
dan menjadikan ASEAN sebagai organisasi yang memiliki status 
hukum (legal personality) baru terwujud pada 2007 di Singapura. 
Ditandai dengan penandatanganan Piagam ASEAN pada KTT 
Ke-13 ASEAN tanggal 20 November 2007 oleh sepuluh kepala 
negara/pemerintahan negara anggota ASEAN. Piagam ini 
selanjutnya berlaku efektif sejak tanggal 15 Desember 
2008 setelah semua negara anggota ASEAN menyampaikan 
dokumen pemberitahuan pengesahan ke Sekretariat ASEAN.  
Dalam kerangka organisasi ASEAN, setiap negara 
anggota memiliki posisi yang sama dan sejajar. Dalam 
pengambilan keputusan, juga didasarkan pada konsensus atau 
kesepakatan bersama. Hal ini kemudian mempengaruhi 
penyusunan dan keprotokolan ASEAN yang menggambarkan 
bagaimana tidak ada kedaulatan negara tertentu lebih tinggi 
dibandingkan negara lain. Asas keadilan nampak dari penyusunan 
bendera, letak duduk, dan posisi perwakilan berdasarkan 
alfabetis, demikian pula penentuan giliran keketuaan yang 
berdasarkan alfabetis. Lebih lanjut mengenai penjabaran 
Keprotokolan ASEAN dapat dilihat pada Guide to ASEAN 
Practices and Protocol yang dapat di akses melalui laman resmi 
ASEAN (asean.org). 
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Panduan praktik dan protokol ASEAN dimaksudkan 
sebagai referensi bagi negara-negara anggota ASEAN serta 
pihak-pihak lain seperti mitra wicara dan pihak eksternal. 
Panduan tersebut dibagi menjadi lima Bab, mencakup 
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN; Pertemuan Tingkat 
Menteri ASEAN; Pertemuan Pejabat Senior ASEAN; 
Pertemuan dengan Pihak Eksternal dan Upacara Lainnya. Pasal-
pasal dalam panduan tersebut akan memberikan panduan 
tentang proses KTT, Pertemuan Tingkat Menteri dan untuk 
Rapat Pejabat serta dengan Pihak Eksternal serta pengaturan 
terperinci yang berfokus pada undangan, pengaturan 
administratif, masalah protokol seperti bendera, pengaturan 
tempat duduk rapat, serta pengaturan sesi foto.  
Dalam protokol di ASEAN, peletakan bendera dan 
lokasi berdiri perwakilan ini disusun secara alfabetis dalam 
Bahasa Inggris, dari sebelah kiri ke kanan yaitu: Brunei 
Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, 
Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, dan bendera ASEAN 
seperti pada Gambar 1 di bawah,  
 
 
Gambar 1. Susunan Bendera dan Backdrop ASEAN (ASEAN 
Secretariat, 2015) 
 
Adapun aturan mengenai posisi duduk diatur 
sebagaimana pada Gambar 2 dan Gambar 3. Gambar 2 
merupakan tata aturan tempat duduk dalam Pembukaan KTT 
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ASEAN (ASEAN Summit). Gambar 3 merupakan tata aturan 
tempat duduk dalam sesi pertemuan pleno. 
 
 
Gambar 2. Tata Aturan Tempat Duduk dalam Pembukaan 
KTT ASEAN (ASEAN Secretariat, 2015) 
 
 
Gambar 3. Tata Aturan Tempat Duduk dalam Sesi Pertemuan 
Pleno (ASEAN Secretariat, 2015) 
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Selain mengatur letak bendera, tempat duduk dan latar 
acara, dalam Guide to ASEAN Practices and Protocol dijelaskan pula 
perihal agenda acara dan jenis pakaian yang digunakan, keamanan 
tamu negara, tata cara table manner, dan jadwal liputan media. 
Adapun tata aturan tempat bagi Tamu Negara dalam konteks 
keprotokolan Indonesia dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 39 Tahun 2019, sebagaimana terlampir. 
 
Bahan Bacaan 
ASEAN Secretariat. 2015. Guide to ASEAN Practice and 
Protokol. Jakarta: ASEAN Secretariat.  
DPR Online. 2020. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
9 Tahun 2010. Diakses dari 
http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2010_
9.pdf. 
Peraturan BPK Online. 2020. Peraturan Menteri Luar Negeri 
Nomor 2 Tahun 2016 Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Luar Negeri. Diakses dari 
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139588/perm
enlu-no-2-tahun-2016. 
Satgas Covid Nasional Online. 2020. Protokol Kesehatan Covid-
19. Diakses dari https://covid19.go.id/. 



























































MUN merupakan sebuah kegiatan ekstrakurikuler 
berupa simulasi sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 
Diikuti oleh peserta yang berperan sebagai delegasi negara-negara 
tertentu. Jadi, peserta datang ke sebuah konferensi atau sidang 
PBB dan peserta berperan seolah-olah sebagai duta besar atau 
diplomat yang mewakili suatu negara. MUN telah dilaksanakan 
sejak tahun 1953 dan pertama kali digelar oleh Harvard 
University.   
 Keterlibatan dalam MUN dapat mengasah beragam soft-
skills, seperti berbicara di depan umum, diplomasi, negosiasi, 
debat, menulis, meneliti, critical thinking, percaya diri dan lainnya. 
Sebab, dalam MUN peserta akan belajar bagaimana cara 
bernegosiasi, bekerja sama dalam aliansi, mendiskusikan dan 
menyelesaikan masalah, melakukan analisis, menulis dan berpikir 
kritis. Selain itu, yang terpenting adalah melatih kemampuan 
berbahasa Inggris. Sebab, selama pelaksanaan MUN, bahasa yang 
digunakan adalah bahasa Inggris. 
MUN dapat diikuti secara individual maupun secara tim. 
Untuk dapat berpartisipasi dalam MUN, maka siapa pun tentu 
harus melakukan persiapan karena MUN memiliki mekanisme, 
3 
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prosedur, dan aturan baku. Sebelum mengikuti MUN, calon 
peserta dituntut untuk membaca buku panduan prosedural (rules 
of procedure). Buku panduan ini berisi seluruh aturan prosedural 
yang akan digunakan dalam MUN tersebut. Pemahaman tentang 
aturan prosedural ini menjadi penting karena setiap MUN bisa 
memiliki variasi sendiri. Selain itu, penting juga untuk 
mengetahui nagara/delegasi dan komite mana kita akan 
ditempatkan oleh panitia.  
 Selain itu, terdapat pula Study Guide/Background Guide, 
semacam buku yang disusun oleh panitia. Buku ini memberikan 
gambaran umum mengenai komite yang akan kita ikuti serta isu 
yang akan didiskusikan di dalam MUN tersebut. Pada bagian 
akhir, umumnya Study Guide dicantumkan Questions a Resolution 
Must Answer (QARMAs), yakni daftar pertanyaan yang 
diharapkan dapat dijawab dalam Resolusi yang akan dihasilkan. 
Komite yang dimaksud adalah principle organs dalam PBB, seperti 
General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, dan 
organ PBB lainnya. 
 Kemudian daripada itu, salah satu kewajiban yang harus 
dipersiapkan sebelum mengikuti MUN adalah membuat position 
paper. Position paper sendiri merupakan sebuah dokumen singkat 
(1-2 halaman) yang menjelaskan posisi negara/delegasi dalam isu 
yang akan dibahas selama sidang.  
 Kemudian, selama mengikuti MUN, setidaknya ada tiga 
alat yang harus dimiliki dan wajib dibawa selama mengikuti 
sidang. Pertama, placard. Placard merupakan sepotong kertas yang 
berisi tulisan nama negara yang kita wakili. Placard ini berguna 
untuk menyampaikan sesuatu atau dalam proses voting, sebagai 
identitas negara.  
Kedua, Delegate’s Handbook, merupakan buku panduan 
bagi setiap anggota delegasi yang berpartisipasi dalam MUN. 
Buku ini berisi seluruh informasi mengenai keikutsertaan dalam 
- 17 - 
 
MUN, mulai daftar delegasi, daftar komite yang ada, jadwal 
konferensi/sidang, dan acara-acara lain yang menjadi rangkaian 
MUN. Bahkan juga berisi nomor telepon darurat dan peta lokasi 
kegiatan MUN. Ketiga, name tag, sebagai tanda pengenal peserta 
sekaligus menunjukkan statusnya dalam MUN. Hal lain yang 
penting untuk diperhatikan selama mengikuti MUN adalah 
pakaian. Pakaian yang digunakan harus pakaian formal sesuai 
dengan standar internasional. 
 
Mekanisme MUN 
 Bagaimana jalannya simulasi sidang MUN? Para peserta 
duduk sesuai dengan tata aturan dalam sidang PBB berdasarkan 
protokol yang ada. Sidang MUN dipimpin oleh 3 orang: 1 orang 
berperan sebagai Chair atau pemimpin sidang, 1 orang sebagai 
Co-chair atau wakil pemimpin sidang dan duduk di sebelah kanan 
Chair, dan 1 orang lainnya bertugas mengatur timing dan duduk 
di sebelah kiri Chair.  
 Lalu apa saja yang dilakukan selama sidang? Pertama, Roll 
Call. Roll Call semacam absensi, di mana Chair akan memanggil 
delegasi setiap negara dan delegasi tersebut menyampaikan 
kehadirannya. Delegasi negara yang dipanggil akan mengangkat 
placard dan menyampaikan pernyataan, misalnya seperti “The 
Republic of Indonesia is present and voting.” Maksudnya, bahwa 
delegasi Republik Indonesia hadir dan bersedia untuk 
memberikan suaranya dalam voting. 
Kedua, opening debate and agenda setting. Chair akan 
menyampaikan penjelasan terkait mekanisme dan ketentuan 
selama sidang berlangsung. Ketiga, general speaker list, yakni 
penyampaian position paper secara formal dari setiap delegasi. 
Penyampaian ini dibatasi waktunya, sehingga setiap speaker harus 
menyampaikan posisi negaranya  dengan waktu yang tersedia.  
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Keempat, motion. Penyampaian mosi dari delegasi yang 
selanjutnya akan menjadi mosi untuk perdebatan dalam sidang. 
Dalam proses ini, setiap delegasi berusaha mencari aliansi untuk 
mendukung mosi yang diajukan, sehingga dikenal istilah Moderate 
Caucus dan Unmoderate Caucus.  
Moderate Caucus, sifatnya formal di mana ada ketentuan 
setiap delegasi tidak diperbolehkan untuk berbicara dengan 
delegasi lain secara langsung, melainkan melalui note. Ada petugas 
yang bertugas sebagai note taker untuk menyampaikan note dari 
satu delegasi ke delegasi lainnya. Selain itu, setiap delegasi tidak 
diperbolehkan menggunakan ponsel dan lainnya yang dapat 
mengganggu fokus selama sidang. Sementara Unmoderate Caucus 
berkebalikan dengan Moderate Caucus, di mana delegasi 
diperkenankan melakukan berbagai aktivitas lain dan sifatnya 
tidak formal atau secara sederhana merupakan upaya lobbying 
untuk mendapatkan dukungan dari delegasi lain.  
Kelima, voting procedure. Merupakan proses pemungutan 
suara terkait persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap draft 
resolusi yang dihasilkan dalam sidang. Draf resolusi yang telah 
disetujui kemudian menjadi resolusi sebagai outcomes dari proses 
sidang. 
 
Dokumen Penting MUN 
Untuk dapat mengikuti proses sidang, setiap delegasi 
setidaknya perlu mempersiapkan tiga dokumen penting. 
Pertama, position paper. Berisi rangkuman posisi negara yang 
diwakili berkaitan dengan isu yang dibahas serta solusi yang 
ditawarkan. Penyusunan position paper ini memiliki ketentuan dan 
format baku yang diatur tersendiri  Umumnya terdiri dari tiga 
bagian. Pertama menjelaskan mengenai isu yang diangkat serta 
posisi negara terkait isu tersebut. Kedua berisi penjelasan tentang 
bagaimana seharusnya mengatasi atau menghadapi isu yang 
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dibahas. Ketiga, solusi yang ditawarkan oleh negara tersebut. 
Perlu diperhatikan pula, pemilihan diksi yang digunakan dalam 
position paper memiliki aturan tersendiri. 
Kedua, working paper. Berisi poin-poin dari hasil kerja 
selama diskusi berlangsung berupa solusi yang harus diangkat 
dalam menyelesaikan masalah. Berbeda dengan position paper, 
format working paper tidak baku dan dikerjakan atau didiskusikan 
bersama aliansi  
Ketiga, draft resolution. Draft resolusi ini merupakan 
penyempurnaan dari working paper. Draft resolusi ini juga 
memiliki aturan penulisan dan format baku. Isinya berupa hasil 
sidang yang diusulkan dan akan di-voting oleh seluruh delegasi 
dan selanjutnya akan menjadi dokumen luaran dari sidang. 
Penyusunan draft resolution merupakan tahapan yang kompleks 
dan membutuhkan waktu lama untuk dapat disetujui sebagai 
hasil dan keputusan atau resolusi sidang MUN. 
 
Bahan Bacaan 
National Model United Nations. Delegate Preparation Guide, 
https://www.nmun.org/assets/documents/NMUNDele
gatePrepGuide.pdf 
MUN Best Delegate. 2019. The Complete Starter Kit to 
Preparing for Your First Model UN Conference, 
https://mun.bestdelegate.com/wp-
content/uploads/2018/11/Diplomat-Guide-2019.pdf 
UMM MUN Club. Delegate’s Handbook Promoting Sustainable 
Waste Management United Nations Environment 






















































ASEAN: Gambaran Singkat 
 The Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN 
didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok. Pengesahan Deklarasi 
ASEAN atau dikenal dengan Deklarasi Bangkok menandai 
sebagai terbentuknya organisasi kawasan Asia Tenggara tersebut.  
 
Tabel 1. Negara Anggota ASEAN 
Negara Anggota Tanggal Bergabung 
Indonesia (Negara Pendiri) 8 Agustus 1967 
Malaysia (Negara Pendiri) 8 Agustust 1967 
Filipina (Negara Pendiri) 8 Agustus 1967 
Singapura (Negara Pendiri) 8 Agustus 1967 
Thailand (Negara Pendiri) 8 Agustus 1967 
Brunei Darussalam 7 Januari 1984 
Viet Nam 28 Juli 1995 
Laos 23 Juli 1997 
Myanmar 23 Juli 1997 
Kamboja 30 April 1999 
 
 Berdasarkan pada Piagam ASEAN, adapun mekanisme 
koordinasi ASEAN meliputi badan-badan berikut ini: 
4 
- 22 - 
 
1. Dewan Komite ASEAN 
2. Sekretariat Nasional ASEAN 
3. Komite Wakil Tetap ASEAN 
4. Sekretaris Jenderal ASEAN dan Sekretaris ASEAN 
5. Badan Kementerian Sektoral ASEAN 
6. Dewan Masyarakat ASEAN 
7. Dewan Koordinasi ASEAN 
8. Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 
 
Perkembangan terkini dari kerja sama dan integrasi ASEAN 
adalah lahirnya Masyarakat ASEAN (ASEAN Community) 
didasari pada tiga pilar yakni: Masyarakat Politik-Keamanan 
ASEAN; Masyarakat Ekonomi ASEAN; dan Masyarakat Sosial-
Budaya ASEAN. 
 
Apa itu Model ASEAN Meeting? 
Model ASEAN Meeting atau yang lebih dikenal dengan 
MAM merupakan sebuah simulasi pertemuan ASEAN, di mana 
peserta memerankan peran sebagai Duta Besar dari 10 negara 
anggota ASEAN. Mereka berupaya untuk menyelesaikan satu isu 
global/regional tertentu berdasarkan pada kebijakan dan 
perspektif negara yang diwakili. 
Perlu diingat bahwa MAM bukanlah Model United Nations 
(MUN). Terdapat perbedaan secara khusus antara MAM dengan 
MUN, yakni MAM sebagai organisasi regional memiliki 
peraturan, proses dalam negosiasi serta pengambilan 
keputusannya sendiri. 
MAM bertujuan untuk memperkuat rasa “we feeling’” 
sebagai masyarakat ASEAN, memberikan penjelasan yang 
mendalam terkait negara anggota ASEAN serta mengembangkan 
kemampuan seperti public speaking, kemampuan berkomunikasi, 
teamwork serta kepemimpinan (leadership). 
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Teknis Pelaksanaan Model ASEAN Meeting 
1. Pemimpin Sidang (Chair) duduk di depan meja dan 
Sekretaris Jenderal ASEAN akan duduk di sebelah kanan 
Chair. Pemimpin Sidang Selanjutnya (Incoming Chair) selalu 
berada di sebelah kiri dari pandangan Chair yang kemudian 
dilanjutkan dengan negara anggota lainnya berdasarkan 
urutan abjad. 
2. Tidak ada spesifik jumlah anggota minimum dalam 
pelaksanaan sidang. Namun, Sekretaris Jenderal ASEAN 
atau Chair harus memastikan terdapat perwakilan dari 
seluruh negara anggota ASEAN. 
3. Sidang secara resmi akan dimulai ketika Chair menyatakan 
bahwa sidang siap dimulai. 
4. Selama sesi formal sidang, perwakilan-perwakilan setiap 
negara akan diberikan izin terlebih dahulu oleh Chair 
sebelum berbicara. 
5. Tidak ada urutan berbicara dalam MAM. Setiap delegasi 
diperbolehkan mengajukan diri untuk berbicara setelah 
pembicara sebelumnya selesai. 
6. Dalam menyampaikan pendapat selama MAM harus 
dilaksanakan secara diplomatis dan sopan. Bagi delegasi yang 
melanggar aturan ini akan dikecam oleh Chair. 
7. Tidak ada batasan waktu untuk delegasi dalam 
menyampaikan pendapat. 
8. Prinsip utama dalam pengambilan suara di ASEAN adalah 
berdasarkan pada konsensus (kesepakatan) dan konsultasi 
yang dikenal dengan ASEAN Way. 
9. Delegasi hanya akan membahas dan merevisi draf Chair 
Statement atau Pernyataan Ketua sebagai dokumen akhir dan 
harus diadopsi oleh kesepuluh negara Anggota ASEAN. 
10. Bahasa resmi dalam MAM adalah Bahasa Inggris. 
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11. Menggunakan pakaian formal adalah suatu hal yang juga 
penting untuk menunjukkan sikap hormat terhadap negara 
yang diwakili. 
 
Berikut ini merupakan perbedaan penting antara MUN dan 
MAM. 
Tabel 2. Perbedaan MUN dan MAM 









Dalam MUN, Dias 
bertugas membantu Chair 
untuk mendukung sesi 
komite dengan 
menghitung waktu dsb. 
 












Dalam MUN, Chair 
bertugas memandu 
jalannya sidang komite. 
 
Dalam MAM, ASEAN 
Chairman diperankan oleh 
delegasi nasional dan 
harus mampu berposisi 
netral dengan 
kepentingan nasionalnya 
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Dalam MAM, tidak ada 




ASEAN atau Chair harus 
memastikan terdapat 
perwakilan dari seluruh 







Dalam MAM, tidak ada 
penunjukkan daftar 
pembicara. Delegasi bisa 
meminta kesempatan 






(1 menit waktu 
berbicara) 
Tanpa batas Tidak ada batas waktu 










Sesi berdiskusi secara 







Tidak ada padanan dalam 
MAM. 
Yields 
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dapat dilaksanakan oleh 
Chair atas konsultasi dan 
konsensus dengan 







Seluruh revisi secara 
subtansi yang harus 
berdasarkan pada 
konsultasi dan konsensus 









Dalam MAM, delegasi 
hanya mendiskusikan dan 
merevisi Chairman 
Statement sebagai bentuk 
hasil akhir dokumen. 
Cara penulisan Chairman 
Statement tentu saja 
memiliki perbedaan 
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MUN MAM Keterangan 




ASEAN Foundation. 2020. Model ASEAN Meeting: A Guidebook 
ASEAN Foundation Publisher: Jakarta. 
Sekretariat Nasional ASEAN - Indonesia. 2017. Tentang 
ASEAN. Official Website Sekretariat Nasional ASEAN 
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Keywords in MUN 
 
Chair Person who is in charge of leading the 
committee’s formal debate in accordance 
with the NMUN Rules of Procedure 
Dais A raised platform or table at the front of the 
room where the Director, Assistant 
Director, and Chair(s) are seated. 
Decorum Overall respect for the formal committee 
process and speakers. 
Draft 
Resolution 
A working paper that has been accepted by 






Allows a sponsor of a draft resolution to 
explain why they voted against the draft 
resolution, after it had been amended or 
changed by a division of the question. 
Friendly 
Amendments 
Amendments proposed by ALL the 
sponsors of a draft resolution. Once 
approved by the Dais, these amendments 
are automatically incorporated. 
General 
Assembly 
The main deliberative organ of the UN 
system, comprised of all Member States of 
the UN. 
Member State A country that is a Member of the United 
Nations, having been granted membership 
by the General Assembly based upon the 
Security Council’s recommen-dation. 
Motion A request to do something during formal 
debate; motions are voted on by the body. 
Procedural motions: all Member States and 
Observers of the committee vote. 




Corrects an error in procedure and refers to 
an MUN-specific rule. 
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Present Attendance status that establishes a 
delegation as present in the committee, with 




Attendance status that establishes a 
delegation as present in the committee 
without the opportunity to abstain during 
substantive votes; delegations must vote 
“yes” bor “no.” 
Principal 
Organs 
Principal organs are established pursuant to 
the Charter of the United Nations. There are six 
principal organs of the UN: the General 
Assembly (Art. 9), the Security Council (Art. 
23), the Economic and Social Council (Art. 
61), the Trusteeship Council (Art. 86), the 
International Court of Justice (Art. 92), and 
the Secretariat (Art. 97). Each organ 
maintains its own area of responsibility 
from international peace and security 
(Security Council) to human rights and 
economic affairs (ECOSOC). The only 




A vote that takes place on a motion before 
the body; all delegations present must vote. 
Quorum A minimum of one-third of the members of 
the body, based on the total number of 
Member States attending the first session. 
Signatories Member States or Observers who are 
interested in bringing a working paper 
forward for consideration. A combination 
of sponsors and signatories equal to 20% of 
the committee membership on the first 
night or a minimum of five—whichever is 
greater—is required for all working papers 
to come forward for consideration. 
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Sponsors Member States who created the content of 
a working paper and will be most 
responsible for ensuring that it will be voted 
on as a draft resolution. A combination of 
sponsors and signatories equal to 20% of 
the committee membership on the first 
night or a minimum of five—whichever is 
greater—si required for all working papers 
to become draft resolutions. There must be 
at least one sponsor. 
Substantive 
Vote 
Votes taken during voting procedure to 
accept a draft resolution, an unfriendly 
amendment, and/or the annex to a draft 
resolution (division of the question); results 
are disclosed after counting by the Dais. 
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How to Write Position Paper? 
 
Many Model UN conferences require delegates to submit 
“Position Papers” on their topics before a conference starts to 
demonstrate their research and knowledge. Position Papers are 
normally 1-2 pages per topic, and should have 3-4 paragraphs. 
They should be written from the perspective of the government 




Committee: [Your Committee Title] 
Topic: [Your Topic] 
Country: [Your Country] 
School: [Your School] 
Topic Background 
What is the definition of the topic? 
Where does the topic take place? Who is involved? 
How many people does it affect? Where, and in what 
ways? 
Why is this topic important? 
Past International Action 
Have there been any interesting statements by UN 
officials on this topic? Try to find a quote. 
What are the most important UN resolutions and 
treaties on this topic? 
Do any major Non-Governmental Organizations 
(NGOs) work on this topic? 
Country Policy 
How has this topic impacted your country? 
What has your country tried to do about this topic? 
What types of policies would your country want the UN 
to adopt (or not adopt) on this topic? 
Possible Solutions 
What specific plans would your country like the UN to 
undertake to address this issue? 
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What specific plans would your country like Members 
States to undertake in their own countries? 
Why would your ideas work? Give specific plans. 
 
 
Source: MUN Best Delegate. 2019. The Complete Starter Kit to Preparing for Your 




































At an MUN conference, you will have many opportunities to give 
speeches. As the representative of your assigned country, you will 
be expected to speak about your country’s policy on the 
Committee topics and your proposed solutions. 
 
There are two main opportunities to make speeches in Model 
UN: 
Speakers List: When the committee begins, the Chair will create 
a list of delegates who wish do give speeches. These speeches are 
typically about the how each country feels about the topic, and 
range from 1-2 minutes long. The first time you speak on the 
speakers list is referred to as your opening speech. You should 
prepare this speech before the conference. After your first 
speech, you can sent a note to the �hair to request to be put on 
the Speakers List again. 
 
Moderated Caucus: Whereas the speakers list is about the topic 
in general, a moderated caucus is about a specific part of the 
topic. A moderated caucus has no Speakers List; delegates mus 
raise their placards and wait for the �hair to call on them to 
speak. Each delegate typically getas 30 seconds to 1 minute to 
speak, and have to focus on the topic of the caucus. 
 
Public Speaking Structure 
One of the easiest way to organize your speeches in Model UN, 
especially for opening speeches, is do use the following three-
part formula: 
Hook: An engaging way to grab your audience’s attention 
Point: Your country policy on the topic 
Call to Action: Your possible solutions to the topic 
 
Source: MUN Best Delegate. 2019. The Complete Starter Kit to Preparing for Your 
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How to Write Resolution? 
 
The resolution is the main result of the work of your committee, 
and is meant to do exactly what the name implies: “resolve” the 
problem that your committee is focused on. Resolutions are The 
documents the UN uses to make decisions, and are written by 
groups of Member States collaborating on their ideas. 
Resolutions have two main functions: to determine what the 
United Nations will do about the issue, and to recommend or 
request that individual Member States undertake actions to help 
solve the issue. There is a very specific format to resolutions, and 




There are four main pieces of information in the header of the 
resolution: 
Committee- The name of the committee you’re 
representing 
Topic- The name of the topic you’re debating 
Sponsors- The main authors that wrote the clauses of 
the resolution 
Signatories- The delegates that would like to see this 
resolution introduced in the committee. They don’t 
necessarily support the resolution, but want it to have the 
requisite number of signatories os it can be accepted by 




The goal of the preamble of a resolution is to set the 
scene for the resolution. Here, you can talk about why 
the resolution is being written, for example by talking 
about how serious the issue and who it is impacting. You 
can also refer to past UN Resolutions, Treaties, and 
International Actions related to the topic. 
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Preambular paragraphs each start with “preambular 
phrases”, which should be italicized in your resolution. 
Each preambular paragraph should end in a comma. 
 
The Operatives 
Operative paragraphs determine what action the UN will 
take on the issue. This can mean funding 
solutions,directing members of the UN Secretariat what 
to do, or requesting actions by UN Member States. Each 
paragraph takes action, so it’s important to be careful 
with each of the operative paragraphs in a resolution!  
 
Operative paragraphs start with operative phrases, which 
should be italicized. Each operative paragraph should 
also be numbered, and end in a semicolon, except for the 
final operative which ends in a period. If at any point an 
operative is broken into sub-operatives, you would use a 
colon to introduce those suboperatives, which start with 
lowercase letters. 
 
Source: MUN Best Delegate. 2019. The Complete Starter Kit to Preparing for Your 
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Country      : France  
Committee : International Maritime Organization  
Topic       : Enhancing Maritime Cooperation in Combating 
Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU)  
 
Referring to European Union council regulations (EC) 
no 1005/2008 on establishment of a community system to 
prevent, deter and eliminate Illegal, Unreported and Unregulated 
(IUU) fishing. Addressing harms resulted by the activity 
committed in numerous sectors of environment, social and 
economic. Recognizing the importance of protecting the nature 
in balance to supply fresh natural recourses for the shake of 
future generations. Underlining that the activity of IUU has cost 
10 billion Euros per year and multiplied in the sum of countries 
where IUU activity committed.  
 
Addressing the urgency to press and prevent further 
tangible potential harms in the future caused by IUU activity of 
illegal immigration of human from one country to another 
countries through unsafe and unregulated way also known as 
people smuggling which lead into human trafficking, further 
proceed into more vulnerable possibilities of drugs smuggling 
which open the full access of intercontinental drugs trafficking, 
continued by illegal weaponries smuggling through vessels. 
Concerning that sea is unprotected area where government could 
not provide a full protection and applied its full jurisdiction.  
 
In accordance to those harming possibilities, we call full 
participations of all countries together in cooperation enhancing, 
and empower the organization to deter, prevent and eliminate 
IUU fishing. We invite all states to join to make a new legitimate 
institution under the auspices of the IMO which specialize in 
monitoring, observing and applying rules related to IUU fishing. 
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The institution shall bind the member countries through rules 
and regulations with sanctions applied in order to solve the 





Source: UMM MUN Club. Delegate’s Handbook Promoting Sustainable Waste 
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Example of Resolution 
 
United Nations Developing a sustainable plan against 
malnutrition 
_________________________________________________ 
        
                           December 20, 2020 
      United Nations Development Programme 
_________________________________________________ 
Signatories: Federal Republic of Germany, Japan, Republic of the 
Union of Myanmar, Republic of Sierra Leone, Republic of South 
Africa  
 
United Nations Development Programme,  
 
Recalling Sustainable Development Goals 2015-2030 adapted 
by General Assembly with special emphasis on Goal 2. End 
hunger, achieve food security and improved nutrition and 
promote sustainable agriculture,  
Alarmed by the current situation of the malnutrition in the 
world with 795 million suffering chronic undernourishment,  
Further recalling 1989 Convention on the Rights of the Child, 
that obliged member states to develop and undertake all actions 
and policies that make this guidelines a reality,  
Bearing in mind the Universal Declaration on Human Rights 
Article 25 Point 1,  
Referring to the first World Food Conference in 1975 that 
drafted the first Universal Declaration on the Eradication of 
Hunger and Malnutrition,  
Believing in the cooperation of all the member states in the 
achievement of the Sustainable Development Goals by 2030,  
 
1. Recommends emergency actions aimed to determine the 
regions suffering from malnutrition due to following factors:  
a) underdevelopment,  
b) war and crisis,  
c) natural disasters and climate change,  
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d) urbanization, 
e) strong growth of population,  
f) by requesting statistics and the required information to be 
obtained by a global and national data analysis;  
 
2. Further suggests the establishment of a World Investments 
Fund in cooperation with the World Bank in order to provide 
the financial support to the affected regions;  
 
3. Supports investments to fund nutrition aimed researches;  
 
4. Encourages cooperation of the existing organizations via 
formation of a panel of experts consisting of main 
representatives of organizations leading in the following fields:  
a) Underdevelopment: Official Development Assistance 
(ODA),  
b) War and Crisis: Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs (UNOCHA), Red Cross, Central 
Emergency Respond Fund (CERF),  
c) Natural disasters and climate change: World Metrological 
Organization (WMO),  
d) Strong growth of population: World Population Awareness 
(WOA), United Nation Children's Emergency Fund 
(UNICEF),  
e) Agricultural sector: Food and Agricultural Organization 
(FAO), World Farmers Organization (WFO),  
f) Health sector: World Health Organization (WHO);  
 
5. Calls upon local and international NGOs to form a panel of 
experts by the following guidelines:  
a) The panel of experts follows the Action Plan developed by 
the UNDP,  
b) The organizations will unite their efforts in order to reach 
the goals during the initiation phase of certain time frame,  
c) The goals will be converged once a year until the 
achievement of the goals;  
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6. Encourages and financially endorses local and international 
NGOs to implement educational programs to strengthen the 
awareness by organizing campaigns about nutrition, food 
security, food wastes, breast feeding in governmental educational 
institutions;  
 
7. Requests member states to provide nutritional food in:  
a) Governmental educational institutions,  
b) Soup kitchens,  
c) Hospitals;  
 
8. Further affirms to promote education, which is focused 
especially on ensuring gender equality by  
a) Conducting nutritional trainings and basic health classes, 
which inform about a proper nutritional diet,  
b) Providing scholarships aimed at involving women in 
educational process,  
c) Supporting breast feeding by outlining its importance and 
advantages;  
 
9. Further invites the member states to increase the investments 
in the agricultural sector in order to ensure the stability of local 
food markets by  
a) Utilizing new technologies to maximize the dissemination of 
seeds and the crop yields by financial aid, technical 
assistance, and transfer of technology,  
b) Conducting training for local farmers with the support of 
local and international consultants, c) Implementing the 
FAO Plant Production and Protection Paper No. 185 
regarding the Quality Declared Seed System on global scale,  
c) Supporting the smallholder and newly established local 
farms to secure financial independency among member 
states,  
d) Constructing standardized agricultural infrastructures and 
community fields to create working places to ensure the self-
sufficiency of member states;  
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10. Recommends member states to provide accessibility to food 
resources, health and education services by improving 
infrastructure;  
 
11. Further encourages member states to ensure food security by  
a) Reducing food waste down to 20 percent within the next 5 
years and down to 10 percent within the next 15 years,  
b) Improving accessibility through construction of sufficient 
transportation system,  
c) Balancing possession of land by companies and farmers,  
d) Using food wastes as compost and nutrition for livestock;  
 
12. Urges member states to establish a crisis and disaster 
management plan, by analyzing past disasters and calculating the 
probability of future disasters by experts in order to ensure food 
security in regions suffering from malnutrition as a result of crisis 
and disasters;  
 
13. Reminds the importance of revitalization of the land after war 
or crisis by sufficient technology, involving locals by mobilizing 
financial aid given by the Investments Fund;  
 
14. Encourages all nations to ensure the sustainability of the 
taken measures by constant monitoring of the results and the 
current situation of the previously mentioned actions among the 
states in cooperation with local governments;  
 
15. Decides to remain seized on the matter.  
 
 
Source: UMM MUN Club. Delegate’s Handbook Promoting Sustainable Waste 
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Rules of Procedure 
 
According to Article 21 of the ASEAN Charter, every ASEAN 
Community Council prescribes to its own rules of procedure. 
This means that there is no single standard rules of procedure 
that all ASEAN committees, councils or meetings adhere to. For 
the purposes of the MAM, the following rules of procedures are 
crafted to provide structure to the MAM meetings and process. 
 
Objective 
1. The objective of the MAM process is to adopt an outcome 
document (also known as the ‘Chairman Statement’) through 
achieving consensus amongst the Member States of ASEAN. 
 
National Delegation Composition & Duties 
1. Every national delegation will comprise of at least the 
following: One Head of Government, Three Ministers (One 
minister responsible for duties relating to responsible for 
duties relating to each of the ASEAN community pillars). 
2. Delegations from all ten ASEAN Member States must be 
represented from the outset. 
3. The primary duty of each national delegation is to represent 
the national interest of the ASEAN member state that the 
delegation is allocated to. 
4. The Head of Government is responsible for representing the 
national delegation during the ASEAN Summit. He/she will 
have to present a speech at the ASEAN Summit at the 
beginning of the MAM. This speech outlines the goals and 
aspirations that the national delegations seeks to achieve vis-
à-vis the topical agenda of the MAM. 
5. The Head of Government is the lead delegate for each 
national delegation. 
6. The Foreign Minister (or its equivalent) is responsible in 
representing the national delegation during the ASEAN 
Coordinating Council Meeting. 
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ASEAN Chairmanship & Responsibilities 
1. The national delegation that is appointed as the ASEAN 
Chairman will hold the position and duties of the 
Chairmanship. The delegates from this delegation will be 
chairing and facilitating all the meetings during the MAM. 
2. The objective of the ASEAN Chairman is to facilitate the 
meetings to ensure that consensus on the topical agenda is 
built through diplomacy and tact. 
3. The ASEAN Chairman will be representing the interests of 
its national delegation and the regional association’s interest. 
Given this due representation, the Chair must indicate if 
he/she is speaking in the capacity of Chair or on behalf of 
his/her country. 
4. The ASEAN Chairman is primarily responsible for drafting 
the Chairman Statement. However, the Chair is expected to 
work together with the national delegation from all Member 
States in shaping the content and tone of the Chairman 
Statement. 
5. The ASEAN Chairman has discretion over the proceedings 
of the meetings. The Chair has the following procedures that 
can be used during meetings to further negotiations and/or 
resolve any disagreement or negotiation impasse: 
a) Suspension of Meeting: The Chair can call for a suspension 
of meeting to allow for informal consultations between 
Member States. 
b) Mediation: In the situation where there is major 
disagreement between parties. If this is agreed, the Chair 
would suspend the meeting and approach the relevant 
parties to work out a compromise. Upon concluding the 
suspension, the meeting will reconvene and the resolution 
must be brought up for final approval. 
c) Retreat: A retreat is a closed-door meeting for only the 
head representatives from each Member State, together 
with the relevant representative from the ASEAN 
Secretariat. The Chairman, with approval from each 
Member State, can call for a retreat to sort out any issues 
that have come to a stalemate. This means that there will 
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only be a total of Sectoral Ministerial Meetings, and 
Council Meetings. 
d) Escalation: If an agreement on specific issue is not 
achieved, it will be pushed to the end of the meeting to be 
revisited again before bringing up to the higher level of 
meeting. 
 
General Rules for Meetings 
1. There is no need for a specific quorum to be reached. 
However, the ASEAN Secretariat and/or Chair must ensure 
there is appropriate representation from all Member States 
before the MAM begins. 
2. The meeting will officially begin when the Chair calls for the 
meeting to come to order. 
3. During formal setting, delegates will have to be recognised by 
the Chair before he/she can speak. 
4. There is no fixed speaking order in the MAM. Any delegate 
can indicate his/her intention to speak upon the conclusion 
of the previous speaker’s speech. 
5. All speeches made during the MAM must be made in a 
diplomatic and respectful manner. Delegates who are in 
violation of this rule will be censured by the Chair. 
6. There is no fixed amount of time for a speech delivered by 
any delegate. 
 
Chairman Statement & Amendments 
1. The first draft of the Chairman Statement is to be carried out 
by the ASEAN Chairman and Secretariat, and be circulated to 
all Member States before any of the meetings begin. This 
should be done by incorporating feedback from all Member 
States. In 
1. the context of MAM, the first draft would be drafted based 
on the position papers submitted by the national delegations. 
2. Delegations can choose to submit their draft or even 
volunteer to assist in the first draft, but it is at the discretion 
of the ASEAN Chairman. The first draft is to be presented by 
the ASEAN Chairman for discussion at relevant meetings. 
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3. Subsequent revisions of the draft are the responsibility of the 
ASEAN Chairman and the Secretariat, and should be done in 
consultation with the other Member States. 
4. During formal meetings to discuss revisions to the Chairman 
Statement, delegates can put forward their proposed 
revisions. When proposed revisions are surfaced during the 
meeting at the presented document, it should be reflected in 
brackets “[ ]” next to the original text. This should 
subsequently be removed when an agreement has been made. 
There should be no mention of which country the proposed 
text is from. 
5. The draft Chairman Statements that are agreed upon at the 
completion of each level of meetings will then be surfaced to 
the next level for further discussion. The next level officials 
can propose further revisions accordingly.  
6. The draft Chairman Statements can undergo revision until the 
ACC Meeting, and consensus should be reached among the 
ten Member States by this stage of the process. 
7. However, if there are still specific impasses on specific issues 
between Member States by the ASEAN Summit, the Chair 
should use procedures under his/her discretion to resolve the 
disagreement and facilitate compromise and consensus. If 
not, the disagreed text should be omitted from the final 
Chairman Statement. 
8. Member States can issue statements of disassociation from 
the final Chairman Statement if they do not agree with the 
outcome and if their concerns and/or objections were not 
reflected during the drafting process. 
 
Decision-Making 
1. In accordance with Article 20 of the ASEAN Charter, the 
primary mode of decision making in ASEAN is consultation 
and consensus. Known as the ASEAN Way, thisphilosophy 
and tradition ensures that ASEAN initiatives have the full 
support of its Members States. It also ensures that no Member 
States feel disadvantaged from its participation in ASEAN. 
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2. During meetings, the Chair has direction over procedural 
issues. However, the Chair should make these decisions in 
consultation and consensus with the other Member States. 
3. During meetings, all substantive decisions should be made by 
consensus. Any dispute can also be surfaced to the next higher 
level of meeting for resolution, with the Chair calling for an 
Escalation (Clause 12d of this Rules of Procedure). 
4. The Chairman Statement should be adopted by consensus 
from all ten ASEAN Member States. If consensus cannot be 
reached, the ASEAN Charter provides for the ASEAN 




1. The working language of a MAM shall be English. 
 
Source: ASEAN Foundation. 2020. Model ASEAN Meeting: A Guidebook 
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a. Tata tempat Tamu Negara (Kepala Negara/Kepala 
Pemerintahan) untuk kunjungan kehormatan (courtesy call) 
kepada Presiden di Istana Merdeka dalam kunjungan 
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b. Tata tempat meja jamuan santap malam Tamu Negara beserta 
delegasi Tamu Negara dalam Kunjungan Kenegaraan atau 
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c. Tata tempat bagi Tamu Negara (Kepala Negara/Kepala 
Pemerintahan) untuk kunjungan kehormatan kepada Ketua 
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d. Tata tempat bagi Tamu Negara (Kepala Negara/Kepala 
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e. Tata tempat meja jamuan santap resmi bagi Tamu Negara dan 
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f. Tata tempat meja jamuan santap resmi bagi Tamu Negara dan 
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h. Tata tempat bagi Tamu Pemerintah dalam Acara Resmi di 
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i. Tata tempat bagi Tamu Lembaga Negara Asing dalam Acara 
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j. Tata tempat bagi ramu Lembaga Negara Asing dalam 
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k. Tata tempat bagi Tamu Lembaga Negara Asing datam Acara 
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l. Tata tempat bagi Tamu Lembaga Negara Asing datam Acara 










- 69 - 
 
m. Tata tempat penyematan tanda jasa dan tanda kehormatan 
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n. Tata tempat penyematan tanda jasa dan tanda kehormatan 
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